1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan
penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1.

2.

Perkembangan harga komoditas pada bulan Oktober 2024 di Kabupaten Mandailing
Natal relative stabil, kecuali Cabai Merah yang mengalami fluktuasi harga.

Komoditas Cabe Merah (keriting) mengalami kenaikan sementara sesuai dengan
mekanisme pasar. Tanggal 5 Oktober harga Cabai Merah Rp 20.000,- per kg, pada
tanggal 7 Oktober harga naik menjadi Rp 25.000,- per kg, tanggal 8 Oktober harga naik
lagi menjadi Rp 28.000,- per kg. Tetapi pada tanggal 7 dan 8 Oktober turun menjadi Rp
26.000,- per kg, dan pada tanggal 9 Oktober turun menjadi Rp 25.000,- per kg,
kemudian tanggal 10 Oktober mengalami penurunan harga menjadi Rp 22.000,- per kg.
Pada tanggal 14 Oktober mengalami kenaikan harga menjadi Rp 28.000,-, dan pada
tanggal 16 Oktober 2024 naik menjadi Rp 30.000,- per kg. Kemudian harga perlahan
mulai turun ke Rp 28.000,- per kg dan bertahan selama 3 hari. Pada tanggal 21 Oktober
terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan menjadi Rp 42.000,- per kg, kemudian
turun menjadi Rp 40.000,- per kg, turun per lahan menjadi Rp 30.000,- dan pada tanggal
30 Oktober harga Cabai Merah turun kembali menjadi Rp 20.000,- per kg. Harga rata-
rata Cabai Merah (keriting) selama Bulan Oktober 2024 mencapai Rp 25.889,- per kg.

. Pada Bulan November harga rata-rata untuk Cabai Merah turun menjadi Rp 21.538,- per

kg.

Pada Bulan Desember harga komoditas Cabai Merah relative fluktuatif dari harga Rp

20.000,-/kg pada awal Bulan Desember, pada tanggal 18 Desember harga Rp 40.000,-
per kg, dan akhir Desember menjadi Rp 50.000,- per kg, dengan rata-rata harga cabai
Rp 34.808,- per kg pada Bulan Desember.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1.
2.

Secara umum harga-harga komoditas masih terkendali.

Untuk Cabai Merah pada Bulan Oktober mengalami kenaikan dan penurunan harga
karena jumlah barang yang sedikit dan pasokan langka sedangkan jumlah permintaan
meningkat.

3. Dibutuhkan peran TPID dalam hal ini Dinas Pertanian agar melakukan upaya-upaya

dalam menjaga pasokan khususnya Cabai Merah agar tetap tersedia di pasar dengan
harga yang wajar.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

. TPID melaksanakan rapat koordinasi dan teknis pengendalian inflasi daerah, untuk

membahas hal-hal berkembang dan khususnya terkait dengan komoditas Cabai Merah.

. Mengeluarkan kebijakan daerah dalam bentuk Surat Edaran Bupati Mandailing Natal

Nomor 500/4944/Prk/2024 Tentang Kebijakan Pengendalian Inlfasi Daerah yang
membagi habis tugas-tugas upaya pengendalian inflasi kepada perangkat daerah terkait.

. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mulai

melaksanakan tagging penandaan inflasi pada aplikasi SIPD (Sistem Informasi
Perencanaan Daerah).

. Melakukan review ulang terhadap dokumen perencanaan pada Dinas Pertanian dan

Dinas Ketahanan Pangan, khususnya terhadap bantuan bibit komoditas Cabai Merah.
TPID melalui Dinas Perdagangan tetap melaksanakan monitoring perkembangan harga
setiap hari dan dilaporkan di grup whatsapp Pemkab dan ke Irjen Kemendagri melalui



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Inspektorat daerah.

Pada tanggal 10 Oktober 2024, TPID melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian dan
Distribusi Perekonomian Dalam Rangka Evaluasi dan Penyiapan Laporan Triwulan III
Tahun 2024 di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

. Pada tanggal 29 Oktober 2024, TPID melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan

koordinasi ke Kantor Bulog di Kota Padang Sidempuan terkait dengan pelaporan dan
perencanaan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).

. Pada tanggal 29 Oktober 2024, TPID melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset

dan Inovasi Daerah (Bapperida) melaksanakan Rapat terkait dengan Pembahasan
Penandaan (tagging) Pengendalian Inflasi Daerah di Aula Bapperida.

. Pada tanggal 31 Oktober 2024, TPID melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan

Gelar Pangan Murah (GPM) di Pasar Lama Kecamatan Panyabungan dengan komoditas
Beras dan Minyak Goreng.

Pada tanggal 18 November 2024, TPID melaksanakan Capacity Building untuk kalangan
TPID yang bertempat di Aula Bapperida.

Pada tanggal 21 November 2024, TPID melalui Dinas Ketahan Pangan melaksanakan
Gelar Pangan Murah (GPM) di Kecamatan Panyabungan dengan komoditas Beras dan
Minyak Goreng.

Pada tanggal 17 Oktober 2024, Bupati Mandailing Natal menerbitkan Surat Edaran
Nomor 500/4944/Prk/2024 tentang Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, Surat Edaran
ini bermaksud membagi habis tugas-tugas pengendalian inflasi daerah kepada pejabat
dan dinas terkait.

Pada tanggal 4 Desember 2024, dengan koordinasi dan komunikasi yang baik,
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara berupa bantuan bibit Bawang Merah, Pupuk Organik dan Pupuk Cair,
penyerahan bantuan disaksikan oleh Anggota DPRD Sumut Bapak Rayyan Nasution.
TPID melalui Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga dan
ketersediaan stok di Masyarakat, khususnya menyambut Hari Besar Keagamaan
Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM)
yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 dengan komoditas Beras 6.500 kg,
Minyak Goreng 500 kg, pada tanggal 15 Desember 2024 dengan komoditas Beras 6.500
kg dan Minyak Goreng 500 kg, pada tanggal 19 Desember 2024 dengan komoditas Beras
6.500 kg dan Minyak Goreng 500 kg di Kecamatan Panyabungan.

Pada tanggal 5 Desember 2024, TPID mengikuti High Level Meeting Tim Pengendalian
Inflasi Daerah se-Sumatera Utara di Medan.

Pada tanggal 6 Desember 2024, TPID mengikuti Capacity Building Penyusunan Roadmap
TPID Kab/Kota dan Provinsi Sumatera Utara 2025-2027 yang dilaksanakan oleh Bank
Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Pada tanggal 11 Desember 2024, TPID melaksanakan Rapat Penyusunan Rancangan
Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun
2025-2027, yang dilaksanakan di Aula Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah.

Pada tanggal 14 Desember 2024, Dinas Pertanian Bersama dengan TNI Koramil 13
Panyabungan dan Polri melakukan gerak tanam dalam rangka mendukung ketahanan
pangan yang dilaksanakan di 2 desa dan 2 kecamatan, dengan luas tanam Padi 9,5
hektar yang berada di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan dan tanam Jagung
dengan luas 10 hektar di Desa Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara.

Pada tanggal 18 Desember 2024, TPID melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam Setdakab, mengikuti acara Rapat Penyusunan Road Map TPID Kab/Kota Wilayah
Kerja KPw Bank Indonesia Sibolga.



TPID secara rutin mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar setiap



20.
minggu oleh Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi zoom meeting.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Peran aktif oleh seluruh pihak sangat dibutuhkan terutama anggota TPID dalam
menseriusi program/kegiatan yang terkait dengan upaya-upaya pengendalian inflasi
daerah.

2. Gerakan menanam perlu lebih diintensifkan, terutama tanaman cabai merah dan
hortikultura lainnya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Dibutuhkan dukungan Kebijakan Daerah dalam pengendalian inflasi khususnya terhadap
komoditas Cabai Merabh.

2. Gerakan menanam pekarangan rumah perlu diintensifkan oleh Dinas Ketahanan Pangan
dan disosialisasikan lebih massif lagi kepada Masyarakat.

3. Dibutuhkan kolaborasi perencanaan daerah dalam upaya menjaga ketersediaan pasokan
khususnya Cabai Merah dengan secara aktif pelibatan Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan
Pangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan dukungan dari Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) khususnya dalam penganggaran bantuan bibit
cabai merah bagi petani dan Masyarakat.

4. Disamping itu dibutuhkan pengaturan atau penataan pola tanam cabai agar tidak terjadi
panen besar yang mengakibatkan overstock sementara offtaker/kegiatan ekspor lokal
belum ada, yang akan mengakibatkan harga turun dan petani merasa dirugikan.



